
Dipindai dengan CamScanner 

Mengingat 

~MEMU1USKAN: , 

Dan ~ 
BUPATI ENDE l 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan 
Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655}· 

3. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran. Negara Republik 
IndonesiaTahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 5679); 

Menirnbang: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah, rnaka perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah 
Ka bu paten Ende Tahun Anggaran 2019; 

BUPATI ENDE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE 
NOMOR 1 TAHUN 2020 

BUPATI ENDE 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 



Dipindai dengan CamScanner 

• 

BAB 11 ... 

3. 

2 

Dalam Peraturan D . . . i 

1 An aerah mt yang dimaksud dengan: 
· d ggl aran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se]anjutnya disingkat APBD 

a a ah rencana I ah . daerah. <euangan t unan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA ada1ah laporan 
yang iil · menya.11 <an mformasi rea1isasi pendapatan-LRA, be]anja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya da1am 
satu periode. 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL 
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL 
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL 
akhir. 

4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu. 

5. Laporan Operasiona1 yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi rnengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-10, beban dan 
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 

6. Laporan Operasiona1 adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu. 

7. Laporan Arus Kas yang se]anjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. 

8. Laporan Peru bah an Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan 
yang menyajikan inforrnasi mengenai perubahan ekuitas yang tercliri dari 
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK ada1ah 
]aporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca 
dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.r 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERAT MEMUTUSI<AN: 
URAN DAERAH , 

PELAKSANAA TEN1ANG PERTANGGUNGJAWABAN 
DAERAH N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

l<ABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019. 

rvlenetapkan 

''"' 



Dipindai dengan CamScanner ' 
2 _pengeluaran ... 

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 
a pendapatan terdiri dari: 

1. pendapatan sebesar Rpl.257.657.079.977,81 (satu triliun dua ratus 
lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh 
sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan 
puluh satu sen); 

2 belanja sebesar Rpl.228.575.722.775,00 (satu triliun dua ratus dua 
puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua 
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan 

3. transfer sebesar Rp0,00 (nihil); 
sehingga surplus sebesar Rp29.081.357.202,81 (dua puluh sembilan miliar 
delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua ribu 
rupiah dan delapan puluh satu sen). 

b. pembiayaan terdiri dari: 
1. penerimaan sebesar Rp59.723.391.143,88 [lirna puluh sembilan miliar 

tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu 
serratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); dant 

Pasal 4 

Paragraf 1 
LRA 

Bagian Kedua 
Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari: 
a. LRA; 
b. LPSAL; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. LPE; 
f. LAK; dan 
g. CaLK. 

Pasal3 

Ruanglingk . p 1 . up pertanggungiawaban pelaksanaan APBD meliputi: 
a. e aporan Keuangan. dan 
b. lktisar Lapor Kin '. an erja dan Laporan Keuangan BUMD. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Um urn 

PERTANGGUNGJ BAB II 
. . AW ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 
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2 realisasi ... 

2. pengeluaran R 2 5 . 
sehin a . . P · 00.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 
tujuh gg ./embiayaan netto sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh 
ib mt tar dua ratus dua puluh tigajuta tiga ratus sembilan puluh satu 

U ~ u seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen). 
(2) rata~ ~RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. sehs1h angg d . . aran engan realisasi pendapatan merupakan pengurangan 
antara: 

1. anggaran pendapatan sebesar Rpl.279.961. 797.235,00 (satu triliun dua 
ratus tujuh puluh sembilan rniliar sembilan ratus enam puluh satujuta 
tuiuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); 
dengan 

2 realisasi sebesar Rpl.257.657.079.977,81 (satu triliun dua ratus Iima 
puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh 
sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan 
puluh satu sen); 

sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar 
Rp22.304.717.257,19 (dua puluh dua miliar tiga ratus empatjuta tujuh 
ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah dan sembilan 
belas sen); 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja meru pakan pengurangan antara: 
1. anggaran belanja sebesar Rpl.337.185.188.378,88 (satu triliun tiga 

ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta seratus 
delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuhpuluh delapan rupiah dan 
delapan puluh delapan sen); dengan 

2. realisasi sebesar Rpl.228.575.722.775,00 (satu triliun dua ratus dua 
puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua 
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); 

sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar 
RplOB.609.465.603,88 (seratus delapan miliar enam ratus sembilan juta 
empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah dan empat puluh 
lima sen); 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan 
antara: 
1. anggaran transfer sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh tujuh 

miliar dua ratus dua puluh tigajuta tiga ratus sembilan puluh satu ribu 
seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); 
dengan 

2. realisasi sebesar Rp29.081.357.202,81 (dua puluh sembilan miliar 
delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua 
rupiah dan delapan puluh satu sen); 

sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sebesar 
Rp86.304.748.346,69 (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat juta 
tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan 
rupiah dan enam puluh sembilan sen); 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan 
pengurangan antara: 
1. anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp59.723.391.143,88 (lima 

puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus 
sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan 
puluh delapan sen); dengan t 
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adalah ... 

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: 
a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp59.723.391.143t88 (lima puluh sembilan 

miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu 
seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); 

b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun 
berjalan Rp59. 723.391.143~88 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua 
puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga 
rupiah dan delapan puluh delapan sen); 

c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai 
penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp0,00 (nihil); 

d. sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran Rp86.304.748.346,69 (delapan puluh 
enam miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga 
ratus empat puluh enam rupiah dan enam puluh sembilan sen}; 

e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan 
sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d f 

Pasal 6 

Paragraf 2 
LPSAL 

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Ivana ~ 5 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

2. realisasi seb 
tujuh esar Rp59.723 39 I 1 · ratus dua puj h . . . 43,88 (lima puluh sembilan miliar 
seratu u tiga juta ti l . s empat puluh ti . ga ratus sembilan puluh satu ribu 

se_n~~a selisih angg~a rupiah dan _del~pan puluh delapan sen); 
(nt?1~), dengan realisas] penerimaan sebesar Rp0,00 

e. sehs1h an 
ggaran dengan reali . pengt1rangan antara· sasr pengeluaran pembiayaan merupakan 

1. ancro-aran . 
~ pengeluaran bi miliar fun . . pem iayaan sebesar Rp2.500.000.000 00 (dua 

2. reali . a ratus JU ta rupiah); dan ' 
sehinocr:s: sl~bihesar Rp2.SOO.OOO.OOO,OO (dua miliar lirnaratusjuta rupiah); 

55 e is anggaran d al. . ' sebesar R O 00 . . engan re isasi pengeluaran pembiayaan 
f. selisih !~er (mhil), yang meru~ak~ basil pengurangan antara; 

Peno 55aran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan 
:::,Urangan antara: 

1. pembiaYaan T .., netto sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh rujuh 
mi tar dua ratus dua puluh tigajuta tiga ratus sembilan puluh satu ribu 
seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen]; 
dengan ' 

2. realisasi sebesar Rp57 .223.391.143,88 (lima puluh tujuh miliar dua 
ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus 
~mpat pul~~ tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); 

sehmgga selisih anggaran dengan realisasi pembiavaan netto sebesar 
Rp0,00 (nihil). - 



c, defisit-LO ... 

. di I ud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang LO sebagaimana irna cs c ib 
berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua n u 

sembi1an betas) meliputi:b R 1 060 922 383 810 26 (satu triliun enam puluh 
a. jumlah pendapatan se esar P- · · . · . · ' d I uluh tiga ribu 

miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ~ apan p 
1 h . · 1 d n dua puluh enam sen), delapan ratus sepu u I 

upia 
1 a t triliun dua ratus empat 

b. ju mlah be ban sebesar Rp 1.248. 2 '. \215/ :~'.62 ~:a: du~ ratus lima be las ribu 
puluh delapan miliar dua ratus tuju pu u ima )· d ~ 

· uluh dua sen , an seratus enam puluh delapan rupiah dan enam p 

Pasal 10 

Paragraf 4 
LO 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pa~al 8 tercantum dal~ Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan clan Peraturan Daerah mi, 

Pasal9 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) 
desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi: 
a. Jutnlah aset sebesar Rpl.567.271.786.028,92 (satu trilyun lima ratus enam 

pulu}, tujuh miliar dua ratua tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh 
enam ribu dua puluh delapan rupiah dan sembilan puluh dua sen); 

b. jumlah kewajiban sebesar Rp2.298.258.835,00 Idua rniliar dua ratus sembilan 
puluh delapanjuta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh 
lirna rupiah); dan 

c. jumlah ekuitas dana sebesar Rpl.564.973.527.193,92 (satu trilyun lima ratus 
enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua 
puluh tujuh ribu seratur sembilan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh dua 
sen). 

Pasal 8 

Paragraf 3 
Neraca 

Pasal 7 
LPSAL sebng11in1nna din I· 
n1en1pakan ba inn . ta ,su.d dalam Pasnl 6 tercantum dalam Lampiran II yang 

g hdak terprsahkan dari Pcraturan Daerah ini. 

nctnlnh ~cbcsar R 8 
cn1pu1: iutl\ tt. xp 6,304.748.346 69 ( 
rupiuh' I ' ~llth ratus c111pat l I ! delnpan puluh enam milinr tiga ratus 

f. said' c nn e1111n1 Puluh sc111b·/u u 1 delnpan ribu tiga rntus empat puluhenam . o flnggurnn leb'l . tan sen); dan 
hgn rnt 11 nkhtr Rp86 301 7 
'·. Us en1p11t Jutn tu' 1 · • · 48.346,69 (delnpan pulun enam miliar 

PUluh ennm rupiah d Jll l ratus empat puluj- delapan ribu tiga ratus empat 
an cnam Pllltth sembilan sen). 
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b. arur; .,. 

LAK sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 31. (tiga puJuh satu] Desernber Tahun 2019 (dua rihu r~mbiJ:m 
belas] mcliputi: 
a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2019 (dua ribu Sernbilan h :faw) 

sebesar Rp43.530.48J.651,25 (empat puluh tiga miliar lirna ratus tiga puluh 
juta empat ratus deJapan luJuh satu ribu cnam ratus lirna puluh satu rupiah 
dan dua puluh Jima sen); l - . 

Pasal 14 

Paragraf 5 
LAK 

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercanturn dalam Larnpiran I y:mg 
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 13 

LPE scbagaimana dimaknud rlnlam PurwJ 3 huruf ,; unwk t:,hun .'/;, I', f;, .. mv.hir 
sampai dcngan 31 (tlga pu luh satu] l)r:r~:mJJ,:r '1';1t11m ?,() 1 'J (dtm ribu f!1rmftifon 
bolas] mcJiputi: 
a. ckuitas awal sehesar Hp J ,500,945,2 J ()J,8 J ,82 (r'l:JW rilyun lirrm rsnu« mi1ir,r 

scmbilan ratun ernpat puluh lima juta dua mtws enum hdm·; rihu et em r:,t.m, 
delapan puluh satu rupiah dan dclapnn puluh d1J:J wmJ; 

b. defisit LO scbcsar Rp 187.390.03 J ,35'3,36 (w:mt.u·~ ,Jr:Jnp:Jn puluh wjuh milinr 
tiga ratus scrnhilan puJuh juta lil!ft puluh rw.t.u ribu tJw, nnut. limH rmluh 
delapan rupiah c.Jan tiga puluh enam w:n); 

c. darnpak kumulatif perubahan kebij:-1kan/v.r;f)8J:Jhan rm:mfa<;.:ff w;rJf;J~;,r 

Rp25 l.418.341.870,46 [dua ratus Hm:J. puluh natu miJi:Jr 1.:mpaf; reiu« rJ,;l;jp:1n 
juta tiga ratus cmpat puluh satu rihu dclapan ratus wjuh puluh rupfoh d:m 
empat puluh cnam sen); dan 

d. ekuitas akhir sebcsar Rpl.564.973.527, 19.3,92 (r~atu triJyun Jim:J reus« ensm 
puluh cmpat miliar sernbllan ratus tujuh puJuh t.iza.jutJJ. Iima ra.f.w~ duh r,111uh 
tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan w:mbil:m puluh dua w_:n , 

P:rnnl J J. 

f>nmr,mf () 
1.11g 

Po ~nl I J 

LO scbngnima,rn J • 1 1 1 I'/ · · < nna rnuc dn/mn />:J.wl W ,,m:mJf um 1folmr1 Lm,11, 1:a, y:,ni 
mcrupakan Lmgian tidal< f{!rpifmhlmn dnri /J1:mtumn /);11:mh i, L 
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. . . -----~- -------·- 

Pasal 19 ... 

Kepala Daerah tentang penjabaran 
APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

Bupati menetapkan Peraturan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
pertanggu ngjawaban APBD. ~ 

Pasal 18 

BAB IV 
PENUTUP 

Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 17 

Bagian Keempat 

(1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 
2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi: 
a. inforrnasi secara kuantitatif; dan 
b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan. 

(2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VU 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 16 

Paragraf 7 
CaLK 

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 15 

b. arus kas bcrsih d . . 
ratus lima puluh e:n akti·fi,tas operasi sebesar Rp254.822.676.924,10 (dua 
tujuh puluh . pat mthar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus 

enam ribu se bil sen); m 1 an ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh 

c. arus .kas bersih d . . . 
[dua r t . an aktifitas mvestasi sebesar minus Rp239.212.131.764,29 
pu! h a us tig~ puluh sembilan miliar dua ratus dua belas juta seratus tiga 

u satu ribi t · h bil 1 UJU ratus enam puluh empat rupiah dan dua puluh sem I an sen); 
d. arus kas bersih d · l · · an a ctifitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nihil); 
e. ar~.s kas bersih dari aktifitas transitoris sebesar Rpl.714.582.014,00 (satu 

mihar tujuh ratus empat belas juta Hrna ratus delapan puluh dua ribu empat 
be las rupiah); dan 

f. saldo. kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu 
s.emb1lan belas] sebesar Rp88.035.039.705,69 (delapan puluh delapan miliar 
tiga puluh limajuta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah dan enam 
puluh sembilan sen). 
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NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA 
TENGGARA TIMUR 01/2020 

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 1 

Diundangkan di Ende, 
pada tanggal 15 Oktober 2020 

isEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,, 

/ 

PENJELASAN . . . ~ 

[ BUPATI ~NDE/)/ 

w,~ 

Ditetapkan di Ende 
pada tanggal 15 Oktober 2020 

Peraturan daerah i . 1 . · 
m mu ai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang m tah . D h . . enge uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
aera 101 dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. 

Pasal 19 

,..:: . - 



r 
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Pasal 6 ... 

11. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cu ku p Jelas. 
Pasal 2 

Cukup Jclas. 
Perna] 3 

Cukup .Jelas. 
Pasal 4 

Cukup Jelas. 
Pasal 5 

Cukup Jelas. r 

f>ENJELAS1\N 
AT1\S 
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Ol~L/\NJA D/\bRAH 1(/\BUPATEN ENDE TAHUN ANGG1\Ri\N 2019 

I. UMUM 

Pelnksnnnnn pcmcrintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi 
dacrnh ndnlnh mcmbcrikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap 
pcluksnnaan Pcmcrintnh Dacrah, dengan maksud akan rnempercepat proses 
pcmbnngunnn sccara nasional, pelaksanaan pemcrintahan tersebut tentunya 
aknn bcrhnsil rnunakala didukung dcngan program-program dan kegiatan 
ynng dnnru diimplcrncntasikan secara tepat, mcndapatkan partisipasi dad 
mnsynr·nknt, didukung dcngnn anggaran yang mcmadai, dilaksanakan secara 
bnik, trnnspnrnn, akuntabel dan hcrkualitas. Dari sederet rancangan 
pclnkannnan pcmbnngunan dacrah tcntunya diikuti olch komitmen bersama 
an tarn pelnksnnn Pcrncrintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif. 

Terknit Pelaksannnn APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan realisasi 
dnri program dnn kcgiatan atau pcrhitungan anggaran yang disusun dan 
diluksannkan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi 
dncrnh yang dikaitkan dcngan tolak ukur rencana strategis Pcmerintah Daerah 
Kabupatcn Ende. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 harus 
disarnpniknn pcrtnnggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu 
dcngan mcnyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD 
scbagaimnna telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
ten tang Keuangan Negara clan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcrncrintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubemur, Bupati atau 
Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD 
kcpada lernbaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
clan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 
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Pnsnl 6 
Cukup dclns. 

Pnsnl 7 
Cukup J .lns. 

Pasul 8 
Cukup Jelns. 

Pasnl 9 
Cukup .lelns. 

Pnsn\ 10 
Cukup .lelas. 

Pnsal 1 l 
Cu kup .Jelas. 

Pasal 12 
Cu kup .Ie las. 

Pasnl 13 
Cukup .Jelas. 

Pasal 14 
Cu kup Jelns. 

Pasal 15 
Cukup Jelns. 

Pnsal 16 
Cukup Jelas. 

Pasal 17 
Cukup .Ielas, 

Pasal 18 
Cukup Jelas. 

Pnsal 19 
Cukup .Ielas. r 
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